
 

 

PEMERINTAH KOTA BATU 
 

PERATURAN DAERAH KOTA BATU 
NOMOR  9  TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

WALIKOTA BATU, 
 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka mengedepankan pembinaan, pengaturan, dan 
pengendalian serta pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, 
serta penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau 
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan; 

  b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan 
Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan tertentu perlu 
diganti; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu. 

 
Mengingat : 1. Ijin Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl 1926 Nomor 226 yang 

telah diubah dan ditambah dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan 15; 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3209); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang 
Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3469); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3851);  

6.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 
tentang Pembentukan Kota Batu 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4118); 

 



 
7.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247); 

6.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4725); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  96, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5025); 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5038); 

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);  

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor …); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5161); 



16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-Undangan; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Izin Mendirikan Bangunan; 

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 
tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 

21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang 
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan 
Umum; 

22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kota Batu; 

23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu 
Nomor 12 Tahun 2009. 

 
Dengan Persetujuan Bersama  

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU 

 
dan 

 
WALIKOTA BATU  

 
MEMUTUSKAN:   

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN 

TERTENTU 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Batu.  
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.  
3. Kepala Daerah adalah Walikota Batu.  
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Batu. 
5. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan 

Perijinan Terpadu Kota Kota Batu. 
6. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Batu ; 
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku.   

 
 



8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa / pemberian ijin 
tertentu yang khusus disediakan dan  atau diberi oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang, pribadi atau badan.  

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang 
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan 
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap.  

10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah  
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan 
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian 
dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau 
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 
menjaga kelestarian lingkungan. 

11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang di 
Wilayah Kota Batu. 

12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 
secara tetap pada tanah dan/atau perairan, pedalaman dan/atau 
laut, yang berupa bangunan gedung maupun bangunan bukan 
gedung. 

13. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan 
seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru 
maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau 
memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, 
menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan 
pekerjaan mengadakan bangunan tersebut 

14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah 
perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul 
kepada pemohon untuk membangun baru, bangunan yang sudah 
ada, memperluas bangunan dan atau memugar dalam rangka 
melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan admninistrasi 
dan persyaratan teknis yang berlaku. 

15. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak 
menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, 
ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan 
umum secara terus-menerus. 

16. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan 
oleh Pemerintah Kabupaten Bantul kepada orang pribadi atau 
badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, 
kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan 
yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah. 

17. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk 
pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, 
serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal. 

18. Ijin Trayek adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah 
Kabupaten Bantul kepada orang pribadi atau badan yang 
melakukan kegiatan angkutan dalam trayek. 

 
 



19. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang 
dilengkapi sebanyak banyaknya 20 (duapuluh) tempat duduk tidak 
termasuk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan 
pengangkutan bagasi;  

20. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan 
retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.  

21. Retribusi Perizinan tertentu adalah adalah Retribusi atau kegiatan 
tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada 
orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong retribusi tertentu. 

23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD 
adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk 
melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke 
Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh 
Kepala Daerah.  

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD 
adalah surat ketetapan Retribusiyang menentukan besarnya pokok 
Retribusi.  

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah 
kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau 
tidak seharusnya terutang.  

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan atau denda.  

 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 
 

Ruang Lingkup Retribusi Perizinan Tertentu meliputi : 
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ; 
b. Retribusi Izin Gangguan ; 
c. Retribusi Izin Trayek.  

 

 
 


